
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN 

KECAMATAN LAMPIHONG 

KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG 
Nomor: 188.46/ 079 /KEC. LPHG/2022 

TENTANG 
PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI, JEJARING INOVASI, DAN PELAKSANA 

INOVASI ACCER DI KECAMATAN LAMPIHONG 

CAMAT LAMPIHONG, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan 
inovasi daerah Accer (APBDes Cermat, Cepat, 
Serentak) di Kecamatan Lampihong, perlu dibentuk 
aktor inovasi dan pelaksana/ pengelola inovasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
dengan Keputusan Camat tentang pembentukan 
aktor inovasi dan pelaksana inovasi Accer. 

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan 
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Und�g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah ct· bah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor g ��u� 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undan _ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 t t g 
p · ah en ang emennt an Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kal� 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negen 
Nomor 21 Tahun 2011 Ten tang Perubahan kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
611); 

8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 
yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati 
Balangan Nomor 50 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 
48 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa; dan diubah lagi menjadi Peraturan 
Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang 
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Balangan 
Nomor 48 Tahun 2018 tentang pedoman Keuangan 
Desa. 

MEMUTUSKAN 
• 
• 

: Aktor Inovasi/Jejaring inovasi dan 
pengelola/pelaksana inovasi Accer tercantum 
lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini; 

: Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dimaksud pada diktum 
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KETIGA 

KEEMPAT 

(KESATU} mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Memberikan arahan, kebijakan umum, dan 
pelaksanaan inovasi Accer; 

2. Melakukan sosialisasi ten tang Accer; 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara 
berkala pelaksanaan inovasi Accer; 

4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 
timbul dalam pelaksanaan inovasi; 

: Dalam rangka mengelola dan melaksanakan inovasi 
Accer perlu dibentuk Tim pengelola/Pelaksana inovasi; 

: Tim pengelola/Pelaksana inovasi sebagaimana 
dimaksud pada diktum (KETIGA} mempunyai tugas: 

1. Melakukan identifikasi kelengkapan data dan 
informasi terkait dokumen pendukung dalam 
penyusunan Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan 
Desa tentang perubahan APB Desa; 

2. Melakukan identifikasi peraturan-peraturan 
yang melandasi penyusunan Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa dan 
Rancangan Peraturan Desa ten tang 
perubahan APB Desa; 

3. Melakukan identifikasi konsistensi substansi 
dan materi dengan RPJM Desa dan RKP 
Desa; 

4. Meneliti substansi anggaran dalam struktur 
APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja 
dan pembiayaan; 

5. Melakukan perhitungan komposisi belanja 
siltap, tunjangan, penyediaan jaminan sosial, 
operasional pemerin tab desa, operasional 
BPD dan operasional RT /RW tidak lebih dari 
30°/o dari jumlah belanja; 

6. Mempedomani prioritas penggunaan Dana 
Desa sesuai ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku; 
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KELI MA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

ditetapkan di Lampihong 
pada Tanggal 11 Agustus 2022 
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